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ABSTRAK 

 

Yendri Aidil Fiftha: “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Suami 
Istri Sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus Berdasarkan 
Putusan PN Tipikor Bandung Kelas IA)” 
 

Pembincaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini 

memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, 

dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap 

pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul 

krisis ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang 

sangat lambat. Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusatdan daerahini 

tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap 

masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang 

seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak 

pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini. 

Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi menyalahgunakan 

kewenangan di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Kenapa suami 

dan istri melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, apa faktor 

penyebabnya apakah faktor ekonomi atau faktor gaya hidup? Bagaimana peranan 

suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga suami dan istri bisa terjerumus 

dalam perbuatan melawan hukum formil maupun hukum agama Islam? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi menyalahgunakan 

kewenangan di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk 

mengetahui suami dan istri melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama, apa faktor penyebabnya apakah faktor ekonomi atau faktor gaya hidup dan 

mengetahui peranan suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga suami dan istri 

bisa terjerumus dalam perbuatan melawan hukum formil maupun hukum agama 

Islam. 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan,bahwa pengaturan mengenai tindak pidana 

korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana 

korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan perlu banyak penyempurnaan 

terutama dalam hal penegakan hukumnya. Dan yang perlu ditekankan dalam 

undang-undang tersebut terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan 

kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang 

pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara 

yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi 

sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon 

pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.Ketika pemerintah 

menyahgunakan kewenanganya, maka haris diproses secara hukum yang berlaku 

sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya. 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang dan Pejabat Pemerintah 



 

 

ABSTRACT 

 

Yendri Aidil Fiftha: “Criminal Acts of Corruption Perpetrated by 
Husband and Wife as Government Officials (Case Study Based on 
the Decision of Bandung Corruption District Court Class IA)” 

 
The conversation about corruption seems to have no end. This phenomenon is 

indeed very interesting to study, especially in a situation like today, where there 

are indications that reflect the people's distrust of the government. The demand for 

clean government is getting tougher, following the recent economic crisis, as well 

as the very slow economic growth in Indonesia. The corrupt behavior of central 

and regional government bureaucratic officials certainly has an impact on the 

development process and service to the community, where civil servants as state 

servants and public servants are supposed to be the spearheads in order to realize a 

government free from corruption, collusion, and nepotism, but instead become 

perpetrators of criminal acts. corruption as is happening today. 

The problem of this research is how is the perception of abuse of authority in the 

Corruption Eradication Act? Why do husbands and wives commit criminal acts of 

corruption together, what are the contributing factors, whether economic factors 

or lifestyle factors? What is the role of husband and wife in the household, so that 

husband and wife can fall into acts against formal law and Islamic religious law? 

The purpose of this study was to find out the perception of abusing authority in 

the Corruption Eradication Act, to find out husband and wife committing a 

criminal act of corruption together, what are the contributing factors, whether 

economic factors or lifestyle factors, and to know the role of husband and wife in 

the household. , so that husbands and wives can fall into acts against formal law 

and Islamic religious law. 

This research method is carried out using qualitative research, a research process 

and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon 

and human problem. 

The results of this study conclude, that the regulation of criminal acts of 

corruption regulated in Law Number 31 of 1999 Juncto Law Number 20 of 2001 

concerning the Eradication of criminal acts of corruption cannot be said to be 

optimal and needs a lot of improvement, especially in terms of law enforcement. 

And what needs to be emphasized in the law is especially regarding the 

replacement money imposed on perpetrators of corruption, because the sanctions 

for giving this replacement money are an effort to save and return state money that 

has been corrupted and is an effort to impoverish the perpetrators of corruption so 

that this will deterring the perpetrators of corruption and preventing other 

potential perpetrators from committing criminal acts of corruption. 

 
Keywords: Crime, Abuse of Authority and Government Officials 
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